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Sebuah perjanjian pada dasarnya harus memperinci secarategas hak dan kewagjiban dari para pihak. Jika
tidak, akan menimbulkan banyak celah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dari perjanjian tersebut.
Perjanjian Medis atau Informed Consent yang dilakukan oleh dokter spesialis nefrologi dengan pasien
penderitagagal ginjal pada Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk umumnya sama dengan perjanjian medis atau
informed consent bagian lainnya dan biasanya tanpa uraian secara terperinci. Untuk itu perlu dilakukan
analisislebih lanjut apakah isi perjanjian medis atau informed consent tersebut sudah memenuhi syarat sah
perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan apakah perjanjian medis atau informed
consent itu telah melindungi kepentingan dari para pihak. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk
mengetahui dan memahami keberadaan Perjanjian Medis atau Informed Consent antara dokter spesialis
nefrologi dengan pasien penderita gagal ginjal pada Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk dalam kaitannya
dengan pemenuhan syarat sah perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan perlindungan
kepentingan para pihak. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk
penyelesaian yang dapat dilakukan jikaterjadi wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian medis atau
informed consent. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan wawancara
dengan menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Perjanjian Medis atau Informed
Consent yang dilakukan oleh dokter spesialis nefrologi dengan pasien penderita gagal ginjal pada Rumah
Sakit Pantai Indah Kapuk telah memenunhi syarat sah perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum
Perdata. Namun bila dilihat dari substansi yang diatur dalam Perjanjian Medis atau Informed consent yang
tanpa uraian secara terperinci maka Perjanjian Medis atau informed consent tersebut belum melindungi
kepentingan para pihak secara sempurna. Dalam pelaksanaan perjanjian medis atau informed consent
apabilaterjadi wanprestasi dan menimbulkan sengketa maka penyelesaian dilakukan dengan musyawarah
mufakat.
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